MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 17 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PENGATURAN LALU LINTAS DENGAN
SISTEM GANJIL-GENAP PADA RUAS TOL JAKARTA-CIKAMPEK,
JAKARTA-BOGOR-CIAWI, DAN JAKARTA-TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi kepadatan penumpang di
transportasi umum dalam upaya pencegahan dan
meminimalisasi penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai status
keadaan tertentu darurat bencana melalui Keputusan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
akibat Virus Corona di Indonesia, perlu dilakukan
penghentian sementara pengaturan lalu lintas dengan
sistem ganjil-genap pada ruas tol Jakarta-Cikampek,
Jakarta-Bogor-Ciawi, dan Jakarta-Tangerang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Penghentian Sementara
Pengaturan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap
pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek, Jakarta-Bogor-

Ciawi, dan Jakarta-Tangerang;



Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun
2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa
Pembangunan Proyek Infrastruktur Strategis Nasional
di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 298);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Tol
Jakarta-Tangerang, Tangerang-Merak, dan Jakarta-
Bogor-Ciawi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 592);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 110 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1555);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGHENTIAN SEMENTARA PENGATURAN LALU LINTAS
DENGAN SISTEM GANJIL-GENAP PADA RUAS TOL
JAKARTA-CIKAMPEK, JAKARTA-BOGOR-CIAWI, DAN
JAKARTA-TANGERANG.

Pasal 1
Pengaturan lalu lintas mobil penumpang dengan sistem
ganjil-genap sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2018 tentang
Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Pembangunan Proyek
Infrastruktur Strategis Nasional di Ruas Jalan Tol Jakarta-
Cikampek dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 36 Tahun 2018 tentang Pengaturan Lalu Lintas
di Ruas Tol Jakarta-Tangerang, Tangerang-Merak, dan

Jakarta-Bogor-Ciawi, dihentikan sementara.

Pasal 2
Penghentian sementara pengaturan lalu lintas mobil
penumpang dengan sistem ganjil-genap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 mulai diberlakukan pada tanggal
23 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 atau sampai
dengan dicabutnya masa penetapan status keadaan
tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus
corona di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana.

Pasal 3
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi melakukan evaluasi dan

pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.




Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ad Interim

ttd

LUHUT B. PANDJAITAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
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WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 294




